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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Negara Indonesia merupakan negara hukum, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang yang 

menempati di wilayah Indonesia wajib tunduk pada hukum yang berlaku di 

Indonesia dan tak ada satupun orang yang kebal terhadap hukum, serta setiap 

perbuatan wajib didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan 

undang-undang yang ada di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan guna 

mewujudkan kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan negara yang tertib, sejahtera, 

dan keadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana dibunyikan dalam 

pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.1 

Hukum pidana adalah aturan yang berlaku baik bagi individu maupun negara 

dan memberlakukan asas dan hukum yang menentukan perbuatan terlarang yang 

dihukum, khususnya kesengsaraan bagi mereka yang melanggar hukum.2 

Penghilangan nyawa merupakan salah satu jenis kejahatan yang tercakup dalam 

Bab XIX kitab undang-undang hukum pidana yang memiliki 13 pasal mulai dari 

pasal 338 sampai dengan menggunakan pasal 350.3 Di Indonesia, tindak pidana 

pada umumnya tercakup dalam buku 2 KUHP. Selain itu, KUHP membagi 

kejahatan terhadap nyawa menjadi dua, kelompok pertama berdasarkan unsur 

kesalahan dan kelompok kedua berdasarkan objeknya. 

Tindak pidana mempunyai arti ialah perbuatan atau tindakan kejahatan yang 

dilarang dalam sebuah negara dan diancam oleh pidana. Salah satu tindak pidana 

yang marak terjadi adalah tindak pidana pembunuhan. Setiap kejahatan wajib 

 
1 Junior Imanuel Marentek, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan 

Berencana Ditinjau dari Pasal 340 KUHP”, Lex Crimen, Vol. 3, No.11, 2019, hlm. 312.  
2 Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana.Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm.1. 
3P.A.F..Lamintang & Theo Lamintang, Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Jakarta: 

Sinar Grafika, 2012, hlm.11. 
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dipertanggungjawabkan pada setiap kejahatan untuk menentukan seorang 

tersangka bertanggungjawab atas kejahatan yang dilakukan untuk membuktikan 

bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan aturan dan tersangka wajib 

mempertanggungjawabkan. Pembunuhan merupakan suatu kejahatan yang 

dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan untuk menghilangkan nyawa 

seseorang. Pembunuhan berencana yang merupakan tingkat paling tinggi dalam 

setiap kasus pembunuhan.4 Pasal 340 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: 

“Barang siapa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu 

menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan 

berencana, dengan ancaman hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau 

penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.5  

Masyarakat  dan  polisi  adalah  dua  unsur  yang berkaitan  satu  sama  lain.  

Tanpa masyarakat  tidak  ada  polisi,  dan  tanpa  polisi  proses-proses  dalam  

masyarakat  tidak akan   berjalan   lancar   dan   produktif. Kepolisian  merupakan  

institusi  pemerintah  yang  bertugas  dan  bertanggung jawab akan keteraturan 

sosial, keamanan, ketertiban dalam masyarakat dengan   tugas   pokoknya   

melindungi,   mengayomi,   melayani   masyarakat   dan menegakkan  hukum. 

Dalam  melaksanakan  perubahan  dan  reformasi  ditubuh  Polri upaya  untuk  

menciptakan  Polri  yang profesional,  modern,  terpercaya, menjadi sangat 

mendesak.6 

Sebagai alat negara yang melakukan tugas pemerintahan dalam bidang 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, tentunya keberadaan lembaga 

kepolisian mempunyai andil besar dalam melangsungkan pembangunan bangsa 

Indonesia karena keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan prasyarat untuk 

terciptanya pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). 

Pembangunan dapat diimplementasikan dengan baik, jika ditopang dengan 

stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat masyarakat yang kondusif. Dalam 

 
4 Rivaldo Fransischo Datau, “Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan 

Yang Dipengaruhi Minuman Keras”, Lex Crimen, Vol. 3, No. 9, 2019. hlm. 8. 
5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 340. 
6 Edi Saputra Hasibuan, Persepsi Masyarakat Terhadap Penerimaan Anggota Polri, Jurnal Hukum 

Sasana, Vol. 7, No. 1, Juni 2021. hlm. 34.  
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hal yang demikian, maka Polri diibaratkan sebagai urat nadi berlangsungnya 

pembangunan tersebut, karena di tangan Polri lah stabilitas keamanan dan 

ketertiban masyarakat.7 

Dalam menjalani tuntutan profesi yang memiliki banyak tantangan, Polri 

tentu akan selalu bersinggungan dengan keadaan di lapangan yang membuat 

mereka dituntut harus siap dan sigap, terutama terkait penanganan dan pencegahan 

tindak kriminal, kondisi tersebut membuat setiap anggota polisi harus dibekali 

keahlian dan kemampuan dalam proses kegiatan mereka, dalam hal ini berbicara 

mengenai kewenangan memiliki dan menggunakan senjata api. Kewenangan dalam 

memiliki dan menggunakan senjata api bagi anggota polisi merupakan hal yang 

lumrah di negara manapun, termasuk di Indonesia. Masalah kemudian timbul ketika 

individu diberikan kewenangan tersebut tidak dapat bertanggung jawab atas 

kewenangan yang ia miliki, oknum yang bertugas menjaga dan melindungi 

masyarakat justru memanfaatkan kelebihan yang ia miliki untuk memenuhi 

kepentingannya sendiri.8 

Pada tahun 2022 terdapat perkara tindak pidana pembunuhan yang 

dilaksanakan secara berencana termuat pada putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN 

Jkt.Sel. Tindak pidana pembunuhan berencana berlangsung di lokasi Jalan Saguling 

3 RT 05 RW 01 No. 29 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran I, Kota 

Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi D.K.I Jakarta. Pembunuhan ini dilakukan 

oleh salah satu perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal yakni Ferdy Sambo 

S.H., S.I.K., M.H kepada korban Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat.  

Sekira pada pukul 17.08 WIB, Ferdy Sambo berangkat bersama saksi Adzan 

Romer selaku ajudan dan saksi Prayogi Iktara Wikaton selaku supir pribadinya 

untuk menjalankan tindak pidana pembunuhan kepada Brigadir J menuju rumah 

dinas di Duren Tiga dengan membawa kendaraan Lexus LX 570 dengan Nopol “B 

1334 RFP”. 

 
7 Edi Saputra Hasibuan, Hukum Kepolisian dan Criminal Policy, Depok: RajaGrafindo Persada, 

2021, hlm. 27. 
8 Edi Saputra Hasibuan, “Analisis Penggunaan Senjata Api di Tubuh Polri: Peraturan, 

Penyimpangan, dan Perubahan, Krtha Bhayangkara, Vol. 17, No. 1, 2023. hlm. 4.  
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Setibanya di sana, Ferdy Sambo pun langsung bergegas turun dari mobil. 

Selanjutnya pada pukul 17.11 WIB, Ferdy Sambo pun bergegas masuk ke dalam 

rumah dan menemui Kuat Maruf di lantai satu. Saat itu, raut wajah Ferdy Sambo 

telah dalam kondisi emosi dan marah. “Watt! Dimana Ricky dan Yoshua? Telpon!” 

ujar Sambo. Lalu, Bharada E yang mendengar teriakan Sambo langsung bergegas 

turun dari lantai 2, dia langsung diminta Sambo untuk bersiap mengeksekusi 

Brigadir J. Pada pukul 17.12 WIB, Kuat Maruf yang telah mengetahui rencana 

Sambo juga menemui Bripka RR yang berada di luar, lalu Bripka RR menghampiri 

Brigadir J untuk bisa masuk ke dalam rumah bersama. 9 

Ferdy Sambo dan Brigadir J pun bertemu di meja makan. Tanpa basa basi, 

Ferdy Sambo langsung memegang leher dan mendorong Brigadir J ke depan 

sehingga posisi Brigadir J tepat berada di depan tangga. Saat kejadian ini, Putri 

Candrawathi berada di dalam kamar yang letaknya hanya berjarak 3 (tiga) meter 

dari lokasi kejadian. Lalu, Bharada E berada di samping Ferdy Sambo dan Kuat 

Maruf berada di belakang Ferdy Sambo dengan maksud berjaga-jaga dengan pisau 

jika Brigadir J melakukan perlawanan. Setelah itu, Ferdy Sambo meminta kepada 

Brigadir J untuk jongkok di hadapan Ferdy Sambo. Selanjutnya, Brigadir J yang 

kebingungan akhirnya menuruti perintah Ferdy Sambo untuk jongkok sambal 

mengangkat tangan. “Jongkok Kamu” ujar Sambo, lalu Brigadir J menjawab “Ada 

Apa ini?” Selanjutnya, Ferdy Sambo memerintahkan agar Bharada E menembak 

Brigadir dengan berteriak dengan suara yang cukup keras. “Woy! Kau tembak 

cepat!! Cepat Kau Tembak!!” ujar Ferdy Sambo kepada Bharada E.  

Atas peirintah atasan yakni Feirdy Sambo, Bharada Ei akhirnya meilakukan 

peirintah teirseibut deingan meineimbak Brigadir J seibanyak tiga atau eimpat kali 

teimbakan hingga Brigadir J teirkapar deingan peinuh darah. Peineimbakan teirseibut 

meingakibatkan seijumlah luka teimbak masuk di tubuh Brigadir J. Di antaranya, 

dada sisi kanan, bahu kanan, bibir sisi kiri, dan leingan bawah kiri bagian beilakang. 

Feirdy Sambo meinghampiri Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang teirkapar 

 
9 “Ulasan Lengkap Kasus Ferdy Sambo Jelang Vonis, Kronologis Hingga Pembelaan Putri 

Candrawathi Cs” https://m.tribunnews.com/amp/nasional/2023/02/12/ulasan-lengkap-kasus-ferdy-

sambo-jelang-vonis-kronologis-hingga-pembelaan-putri-candrawathi-cs, diakses pada tanggal 10 

Juni 2023 Pukul 19.25 WIB. 
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di deikat tangga deipan kamar mandi deingan kondisi peinuh darah masih beirgeirak 

keisakitan. Lalu, Feirdy Sambo ikut andil dalam peiristiwa ini deingan turut 

meineimbak Brigadir J seibanyak satu kali untuk meimastikan bahwa Brigadir J 

keihilangan nyawa. Teimbakan teirseibut meingeinai teipat di bagian keipala bagian 

beilakang. 

Feirdy Sambo juga meineimbak kei arah dinding teimbok rumahnya deingan 

tujuan meireikayasa kasus seiolah-olah keimatian Brigadir J akibat baku teimbak 

deingan Bharada Ei. Seiteilah itu, Feirdy Sambo beirgeigas peirgi dari keidiamannya 

seikitar pukul 17.16 WIB dan beirteimu deingan ajudannya Adzan Romeir.  

Teirdakwa dijatuhkan hukuman mati oleih hakim Peingadilan Neigeiri Jakarta, 

peimidanaan teintu deingan tujuan peirtama reipreisif dan preiveintif. Upaya preiveintif 

adalah upaya yang dilakukan deingan cara meinceigah atau meinghilangkan faktor 

yang dilakukan supaya peilaku keijahatan tidak meilakukan keijahatan keimbali, 

seidangkan reipreisif upaya peineigakan hukum deingan meinjatuhkan pidana.6 

Peinjatuhan hukuman mati beilum teintu meinjamin meimbeirikan eifeik jeira teirhadap 

teirdakwa, keiluarga korban beilum teintu meirasakan keiadilan dan tidak dapat 

dikeisampingkan masyarakat tidak akan meilakukan peimbunuhan keimbali. 

Seibagai seiorang peirwira tinggi Keipolisian Neigara Reipublik Indoneisia beirpangkat 

Inspeiktur Jeindeiral yang paham bagaimana beitul hukum beirjalan tidak seipatutnya 

seiorang Inspeiktur Jeindeiral meilakukan tindak pidana peimbunuhan beireincana 

teirhadap bawahannya (Bharada Ei) deingan maksud akibat peileiceihan teirhadap Istri 

Feirdy Sambo yakni Putri Candrawati. Seibagaimana di dalam keiteintuan Pasal 5 

Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002: “Polri seibagai alat neigara beirpeiran dalam 

meimeilihara keiamanan dan keiteirtiban masyarakat, meineigakkan hukum, seirta 

meimbeirikan peirlindungan, peingayoman, dan peilayanan keipada masyarakat dalam 

rangka teirpeiliharanya keiamanan dalam neigeiri”.10 Jika beirkaca dari Pasal teirseibut 

maka dapat disimpulkan bahwa Feirdy Sambo tidak meimeinuhi bunyi pasal teirseibut 

yang tidak “meimbeirikan peirlindungan, peingayoman dalam rangka teirpeiliharanya 

keiamanan dalam neigara”. Lalu, Feirdy Sambo meilanggar kodei eitik keipolisian yang 

 
10 Edi Saputra Hasibuan, Op. Cit., hlm. 28. 
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meinyalahgunakan weiweinang seibagai atasan untuk meinyuruh Bharada Ei seibagai 

bawahannya supaya beirbuat tindak pidana peimbunuhan teirhadap Brigadir J. 

Seibagaimana pada Pasal 13 Ayat (1) PP 1 Tahun 2003 Juncto Pasal 11 Ayat (1) 

Huruf B Peirpol 7 Tahun 2022 yang beirbunyi: “Anggota Keipolisian Neigara 

Reipublik Indoneisia dapat dibeirheintikan tidak hormat dari dinas Polri kareina 

meilanggar sumpah atau janji anggota Polri, sumpah atau janji jabatan, dan kodei 

eitik Polri seitiap peijabat Polri yang beirkeidudukan seibagai atasan dilarang 

meinggunakan weiweinangnya seicara tidak beirtanggung jawab.”11 Beirdasarkan 

uraian diatas, maka peinulis teirtarik untuk meinganalisis “PENEGAKAN HUKUM 

TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCAMA 

DALAM IMPLEMENTASI KUHP NASIONAL” 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam peineili iti ian i ini i akan di isampai ikan peirumusan masalah seibagai i beiri ikut: 

1. Apa Beintuk Peinjatuhan Hukuman Bagi i Yang Meilakukan Ti indak Pi idana 

Peimbunuhan Beireincana?  

2. Apa Dasar Peirti imbangan Haki im Dalam Meinjatuhkan Pi idana Mati i seirta 

Peirti imbangan Meiri ingankan Peinjatuhan Hukuman Oleih Majeili is Kasasi i?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan peineili iti ian i ini i yai itu: 

1. Untuk meingeitahui i beintuk peinjatuhan hukuman bagi i yang meilakukan 

ti indak pi idana peimbunuhan beireincana. 

2. Untuk meingeitahui i dasar peirti imbangan haki im meinjatuhkan pi idana mati i 

seirta dasar peirti imbangan meiri ingankan peinjatuhan hukuman oleih 

majeili is kasasi i.  

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dalam keirangka konseiptual beirdasarkan peineili iti ian i ini i meimakai i beibeirapa 

i istiilah dalam peineili iti iannya untuk meinghi indari i keisalahpahaman, maka 

 
11“Terungkap 7 Pelanggaran Bikin Ferdy Sambo Dipecat dari Polri, Salah Satunya 

Menyalahgunakan Wewenang” https://palu.tribunnews.com/amp/2022/09/20/terungkap-7-

pelanggaran-bikin-ferdy-sambo-dipecat-dari-polri-salah-satunya-menyalahgunakan-wewenang, 

diakses pada tanggal 10 Juni 2023 Pukul 19.27 WIB. 
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peineili iti ian i ini i meinjeilaskan beibeirapa i isti ilah yang teirdapat di i dalam tuli isan iini i: 

1.4.1 Kegunaan Teoretis  

Manfaat teioreiti is dari i peineili iti ian iini i diiharapkan beirguna meinjadi i tolok ukur 

atau meinjadi i reifeireinsi i yang beirmanfaat di i biidang iilmu seicara keiseiluruhan dan dii 

bi idang i ilmu hukum, teipatnya ti indak pi idana. Di iharapkan peinuli isan i ini i dapat 

meingeimbangkan i ilmu khususnya i ilmu hukum yang beirkai itan deingan Ti indak 

Piidana Peimbunuhan.  

1.4.2 Kegunaan Praktis 

Adapun manfaat prakti is adalah meinjadi i bahan masukan mahasi iswa lai in yang 

i ingi in juga meilakukan peineili iti ian dalam bi idang atau teima yang sama, seirta 

meimbeiri ikan manfaat keipada masyarakat non akadeimi ik untuk meimbaca 

“Peirtanggungjawaban Piidana Peimbunuhan Atas Peiri intah Atasan Dalam 

Peinyalahgunaan Weiweinang”. Dan, di iharapkan peineili iti ian i ini i beirguna bagi i peinuliis 

dalam keihi idupan keideipannya seirta beirmanfaat bai ik seicara akadeimi ik maupun non 

akadeimi ik. 

1.5 Kerangka Konseptual 

Dalam keirangka konseiptual beirdasarkan peineili iti ian i ini i meimakai i beibeirapa 

i istiilah dalam peineili iti ian yang di ipeilajari i dan di ijeilaskan dalam keirangka konseiptual. 

Keirangka konseiptual meimuat beibeirapa konseip, yai itu: 
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1.5.1 KUHP Nasional 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 (disingkat KUHP 2023), secara 

resmi bernama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, adalah peraturan hukum pidana Indonesia yang baru yang 

menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana era kolonial Belanda. 

Undang-undang ini merupakan undang-undang termahal dan terlama yang pernah 

dibuat di Indonesia, dengan waktu lebih dari 50 tahun sejak perumusannya hingga 

akhirnya disahkan oleh pemerintah Indonesia. 

1.5.2 Tindak Pidana Pembunuhan 

Buku IiIi Bab XIiX KUHP meimuat 13 pasal, khususnya pasal 338 sampai i 350 

yang meingatur keiteintuan pi idana meingeinai i ti indak pi idana yang meinyasar nyawa 

orang lai in. Ti indak pi idana peincabutan nyawa orang lai in dapat di ilakukan deingan 

seingaja (dolus) atau ti idak seingaja (alpa). Suatu Ti indakan yang di ilakukan deingan 

ni iat dapat di ireincanakan atau ti idak di ireincanakan. Teitapi i yang peinti ing dari i suatu 

peiri isti iwa i itu adalah adanya ni iat yang di iwujudkan meilalui i peirbuatan yang di ilakukan 

sampai i seileisai i. 

1.5.3 Penyalahgunaan Wewenang 

Peinyalahgunaan weiweinang supaya meilakukan peirbuatan-peirbuatan yang 

beirteintangan deingan keipeinti ingan umum atau supaya meinguntungkan pri ibadi i atau 

golongan. Beirdasarkan peingeirti ian dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 37 

Tahun 2008 teintang Ombudsman Reipubli ik Iindoneisi ia yang meingurai ikan unsur dari i 

peimeinuhan suatu ti indakan “yang meilampaui i weiweinang, atau meinggunakan 

weiweinang untuk tujuan lai in dari i yang meinjadi i tujuan weiweinang teirseibut, atau 

teirmasuk keilalai ian atau peingabai ian keiwaji iban hukum dalam peinyeileinggaraan 

peilayanan publi ik”.12 

Meinurut Sjachran Basah “abus dei droi it” (ti indakan seiweinang-weinang) yai itu 

peirbuatan aparat yang ti idak sama deingan tujuan di i luar liingkungan keiteintuan 

 
12 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia 

Penegakan Hukum.., Muhamad Indra Aryan, Fakultas Hukum, 2024
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peirundang-undang. Peindapat i ini i beiri isi i arti i adalah supaya meini ilai i ada atau ti idaknya 

peinyalahgunaan weiweinang deingan meilaksanakan peinguji ian deingan bagai imana 

tujuan dari i weiweinang teirseibut di ibeiri ikan (asas speisi iali itas). Beirti indak seiweinang-

weinang juga dapat di imaksudkan meimakai i weiweinang meileibi ihi i apa yang seipatutnya 

di ilaksanakan seihi ingga ti indakan di imaksud beirteintangan deingan keiteintuan.13 

1.6 Kerangka Teoretis 

Keirangka Teiori iti is meirupakan konseip-konseip yang seibeinarnya abstraksi i dari i 

hasi il peimi iki iran atau keirangka acuan yang pada dasarnya beirtujuan untuk 

meingadakan i ideinti ifi ikasi i teirhadap di imeinsi i-di imeinsi i sosiial yang di ianggap reileivan 

oleih peineili iti i. Pada umumnya, teiori i iini i beirsumbeir dari i undang-undang, buku, atau 

karya tuli is bi idang i ilmu dan laporan peineili iti ian. 

1.6.1 Teori Kepastian Hukum 

Keipasti ian hukum beirdasarkan Utreicht, teirdapat dua peingeirti ian: peirtama, 

adanya aturan-aturan umum yang meimungki inkan peirsonal paham peirbuatan-

peirbuatan yang boleih atau tiidak boleih di ilaksanakan; keidua, jami inan hukum untuk 

para peirsonal dari i otori itas peimeiri intah, kareina peirsonal dapat meingeitahui i apa yang 

bi isa di ibeibankan atau di ilaksanakan oleih neigara keipada meireika deingan aturan-

aturan umum.14 

Beirdasarkan peinjeilasan Sudi ikno Meirtokusumo keipasti ian hukum adalah 

alasan bahwa hukum waji ib diijalankan, bahwa yang meimpunyai i kuasa meinurut 

hukum dapat meindapatkan haknya dan bahwa putusan dapat di ilaksanakan.15 

1.6.2 Teori Penegakan Hukum 

Moeiljatno meingeimukakan meilalui i peinjeilasannya teintang peingeirti ian hukum 

pi idana yang meimbahas bahwa peineigakan hukum iialah suatu beintuk dari i 

 
13 Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi di Indonesia. Bandung: 

Alumni, 1985, hlm. 223. 
14 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999, 

hlm. 23. 
15 Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 160. 
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keiseiluruhan hukum suatu neigara yang meimbuat unsur-unsur dan kai idah-kai idah, 

yakni i:16 

a. Buatlah daftar ti indakan yang tiidak dapat di ilaksanakan deingan ancaman 

hukuman beirupa keijahatan teirteintu bagi i yang teilah meilanggar aturan. 

b. Teintukan keiadaan yang mana meireika yang meilanggar aturan i ini i dapat di i 

hukum seipeirti i yang sudah di iteintukan beirupa ancaman hukuman. 

c. Meineintukan deingan cara bagai imana meingeinai i pi idana yakni i dapat di ilakukan 

ji ika teirsangka teilah meilanggar aturan teirseibut. 

Soeirjono Soeikanto meingeimukakan bahwa peineigakan hukum i ialah struktur 

tahap akhi ir peingeirti ian ni ilai i yang beirsangkutan deingan peinyeilarasan hubungan 

antar ni ilai i yang di ijeilaskan dalam pri insi ip dan si ikap yang kuat.17 Guna meimbangun, 

meineigakkan, dan meimeili ihara keiteirti iban sosi ial.  

Peineigakan hukum i ialah suatu beintuk yang meingeinai i peinyeirasi ian ni ilai i 

deingan kai idah dan peiri ilaku nyata masyarakat. Seilanjutnya, kai idah-kai idah teirseibut 

meinjadi i standar atau patokan peiri ilaku atau ti indakan yang di ianggap seisuai i. Siikap 

peirbuatan teirseibut guna meinuju untuk meimbangun, meirawat, dan meineigakkan 

keiadi ilan/keidamai ian. 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Surabaya: Putra Harsa, 1993, hlm. 23. 
17 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali 

Press, 2013. hlm. 35. 
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1.7 Kerangka Pemikiran 

 

UNDANG UNDANG DASAR NEiGARA REiPUBLIiK 

IiNDONEiSIiA 1945 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peinjatuhan Hukuman Bagi i 

Yang Meilakukan Ti indak 

Piidana Peimbunuhan 

Beireincana? 

 

 

 

 

 

Dasar Peirti imbangan 

Haki im Dalam 

Meinjatuhkan Pi idana 

Mati i seirta Peirti imbangan 

Meiri ingankan 

Peinjatuhkan Hukuman 

Oleih Mahkamah Agung i? 

 

KITAB UNDANG-

UNDANG HUKUM 

PIDANA LAMA 

KITAB UNDANG-

UNDANG HUKUM 

PIDANA BARU 

UNDANG-UNDANG 

NO 1 TAHUN 1946 
UNDANG-UNDANG NO. 1 

TAHUN 2023 
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1.8 Penelitian Terdahulu 

Peineili iti ian teirdahulu meirupakan reifeireinsi i-reifeireinsi i yang beirkai itan deingan 

i informasi i peineili iti i. Peineili iti ian teirdahulu seibagai i bahan hasi il peineili iti ian yang sudah 

di ilakukan peineili iti ian teirdahulu dan di ijadi ikan seibagai i bahan acuan bagi i peineili itii 

beiri ikutnya. Bagi ian i ini i di ii isii peinjabaran seicara si isteimati is teirkai it peineili iti ian. 

Peineili iti ian teirdahulu i ini i meimpeirli ihatkan bahwa masalah i ini i sudah peirnah di ibahas, 

namun beirbeida i isi inya, seihi ingga peineili iti i dapat meingkaji i leibi ih dalam untuk 

meindapatkan hasi il yang leibi ih bai ik seirta kri iti is. Adapun contoh Peineili iti ian teirdahulu 

yang di iambi il oleih peinuli is seibagai i beiri ikut: 

No Nama/Judul Rumusan Masalah Kerangka Teori Metode 

Penelitian 

1. Nurul Amali ia 

“Peirtanggungjawaban 

pi idana teirhadap peilaku 

peimbunuhan 

beireincana yang 

di ilakukan oleih anak”. 

Skri ipsii. Fakultas 

Hukum Uni iveirsi itas 

Meidan Areia. 2018. 

1. Bagai imanakah 

peingaturan hukum 

teintang peimbunuhan 

beireincana oleih anak? 

2. Faktor-faktor apa saja 

seibagai i peinyeibab 

munculnya peirbuatan 

ti indak pi idana 

peimbunuhan 

beireincana yang 

di ilakukan oleih anak? 

3. Bagai imanakah 

peirtanggungjawaban 

pi idana teirhadap 

peilaku ti indak pi idana 

peimbunuhan 

beireincana yang 

di ilakukan oleih anak? 

1. Teiori i 

Keipasti ian 

Hukum 

 

2. Teiori i 

Peineigakan 

Hukum 

 

 

 

 

 

Normati if 

deingan 

meitodei 

peineili iti ian 

Peirundang-

undangan 

dan Azas-

azas norma 

hukum. 

2. Ari if Arman 

“Peirtanggungjawaban 

pi idana teirhadap 

peimbunuhan 

beireincana dalam 

peirkara  No. 

274/PIiD.B/2010/PN.Ps

p” . Skri ipsi i. Fakultas 

1. Bagai imanakah 

Peimbuktiian Teirhadap 

Peilaku Ti indak Pi idana 

Peimbunuhan Beireincana 

Dalam Peirkara No. 

274/PIiD.B/2010/PN.Psp? 

 

1. Teiori i 

Keipasti ian Hukum 

 

2. Teiori i 

Peimbuktiian 

Normati if 

deingan 

meinjadi ikan 

putusan 

peingadi ilan 

seibagai i 

sumbeir 

data 
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Hukum Uni iveirsi itas 

Pasi ir Pangai iran. 2020. 

2. Bagai imana Peirti imbangan 

Hukum Majeili is Haki im 

Teirhadap Peilaku Ti indak 

Piidana Peimbunuhan 

Beireincana Dalam. Peirkara 

274/PIiD.B/2010 /PN.Psp? 

3. Neili i Maula Rahma 

“Peimbukti ian 

Peirtanggungjawaban 

pi idana dalam ti indak 

pi idana peimbunuhan 

beireincana”. Skri ipsi i. 

Fakultas Hukum 

Uni iveirsi itas Jeimbeir. 

2018.  

1. Apakah keiteirangan saksi i 

di ipeirsi idangan yang 

meinyatakan bahwa 

teirdakwa meingalami i 

gangguan ji iwa dapat 

di ijadi ikan dasar oleih haki im 

dalam meimpeirti imbangkan 

aspeik peirtanggungjawaban 

pi idana pada di iri i teirdakwa? 

2. Apakah peinjatuhan 

pi idana dalam putusan 

Nomor 

37/Piid.B/2015/PN.Bkl teilah 

teipat di ili ihat dari i 

peirti imbangan haki im 

teintang keiadaan yang 

meiri ingankan dan 

meimbeiratkan? 

1. Teiori i keipasti ian 

hukum 

 

2. Teiori i ti indak 

pi idana 

peimbunuhan 

beireincana 

Normati if 

deingan 

meitodei 

peindeikatan 

peirundang-

undangan 

dan 

peindeikatan 

kasus 

4. Abd Razak Musahi ib 

“Peirtanggungjawaban 

pi idana teirhadap 

hi ilangnya nyawa orang 

yang di ilakukan seicara 

beirsama-sama”. Jurnal. 

Fakultas Hukum 

Uni iveirsi itas Madako 

Toli itolii. 2022.  

1. Bagai imanakah 

peirtanggungjawaban pi idana 

teirhadap peilaku ti indak 

pi idana yang di ilakukan 

seicara beirsama-sama? 

 

2. Bagai imanakah 

peirti imbangan haki im dalam 

meimutuskan sanksi i pi idana 

teirhadap peilaku 

peimbunuhan seicara 

beirsama-sama ? 

1. Teiori i ti indak 

pi idana 

peimbunuhan 

beireincana 

 

2. Teiori i 

Peineigakan 

Hukum 

Eimpi iri is 

deingan 

meitodei 

peindeikatan 

yuri idi is 

sosi iologiis 

5. Arvi ina Hafi idzah 

“Reiformulasi i 

peirtanggungjawaban 

pi idana anak dalam 

ti indak pi idana 

peimbunuhan 

1. Bagai imana ti injauan 

Hukum Piidana Nasi ional 

teirhadap 

peirtanggungjawaban ti indak 

pi idana peimbunuhan 
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beireincana peirspeikti if 

hukum posi itiif dan 

hukum pi idana Iislam”. 

Skri ipsii. Fakultas 

Syari iah Uni iveirsi itas 

Iislam Neigeiri i Ki iai i 

Achmad Si iddi iq. 2022.  

beireincana yang di ilakukan 

oleih anak? 

 

2. Bagai imana ti injauan 

Hukum Piidana Iislam 

teirhadap 

peirtanggungjawaban ti indak 

pi idana peimbunuhan 

beireincana yang di ilakukan 

oleih anak? 

 

3. Bagai imana Reiformulasi i 

keibi ijakan 

Peirtanggungjawaban 

Ti indak Pi idana Peimbunuhan 

Beireincana oleih Anak di i 

masa yang akan datang 

beirdasarkan ti injauan 

Hukum Piidana Nasi ional 

dan Hukum Pi idana Iislam? 
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1.9 Metode Penelitian 

Peineili iti ian i ini i meirupakan peineili iti ian yang beirsi ifat yuri idi is-normati if. 

Peindeikatan yuri idi is normati if adalah peindeikatan yang meimbahas doktri in-doktri in 

atau asas-asas dalam i ilmu hukum.18 

Saeifullah Wi iradi ipradja meinjeilaskan bahwa, peineili iti ian hukum normati if 

adalah “peineili iti ian hukum yang meingkaji i norma-norma hukum posi iti if seibagai i 

objeik kaji ian”. Dalam peineili iti ian hukum normati if, hukum tiidak lagi i diipandang 

seibagai i suatu yang utopi is beilaka meilai inkan teilah teiri instiitusi ionali isasi i dan teilah 

teirtuli is dalam beintuk norma, asas, dan Leimbaga hukum yang ada. Peineili iti ian hukum 

normati if di iseibut juga seibagai i peineili iti ian hukum dogmati ik yang meingkaji i, 

meimeili ihara dan meingeimbangkan hukum posi iti if deingan bangunan logi ika.19 

1.9.1 Pendekatan Penelitian 

Peindeikatan peineili iti ian yang di ipeirgunakan dalam peineili iti ian i ini i adalah 

peineili iti ian hukum normati if, yai itu suatu peineili iti ian yang di ilakukan deingan cara 

meineili iti i data seikundeir. Peineili iti ian hukum normati if beirupa peiraturan peirundang-

undangan, yang di ikaji i seicara veirti ikal dan hori izontal yai itu meingkaji i peiraturan 

peirundang-undangan yang beirkai itan deingan langkah jaksa peinuntut umum dalam 

meimbukti ikan peirkara ti indak pi idana peimbunuhan. 

1.9.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Sumbeir data utama yang di igunakan dalam peineili iti ian i ini i adalah data 

seikundeir. Data seikundeir yai itu data yang di ipeiroleih dari i peineili iti ian keipustakaan yang 

beirupa bahan-bahan hukum yang teirdi iri i dari i bahan hukum pri imeir, bahan hukum 

seikundeir dan bahan hukum teirsi ieir.20 

 

 

 
18 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 24. 
19 E. Saefullah Wiradipradja, Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah 

Hukum, Bandung: Keni Media, 2015, hlm. 5. 
20 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: 

PT. Raja Grafika Persada, 2003, hlm. 13. 
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a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum pri imeir meirupakan bahan hukum yang di ipeiroleih dari i hukum 

posi itiif Iindoneisi ia beirupa peiraturan peirundang-undangan. Dalam peineili iti ian i ini i, 

peinuli is meinggunakan bahan hukum pri imeir seibagai i beiri ikut: 1) Undang-undang 

Dasar Neigara Reipubli ik Iindoneisi ia Tahun 1945 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1946 Teintang Peiraturan Hukum pi idana 3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 

4) Peiraturan Keipoli isi ian Neigara Reipubli ik Iindoneisi ia Nomor 7 Tahun 2022 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum seikundeir meirupakan bahan hukum yang di ipeiroleih dari i buku-

buku, karya i ilmi iah yang di isampai ikan dalam di iskusi i maupun seimi inar-seimi inar, hasi il 

peineili iti ian, weibsi itei maupun surat kabar yang beirhubungan deingan peirmasalahan 

yang di iteili iti i. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum teirsi ieir seibagai i bahan hukum yang meimbeiri ikan peinjeilasan 

meingeinai i bahan hukum pri imeir dan bahan hukum seikundeir yang teirdi iri i dari i kamus 

Bahasa Iindoneisi ia, kamus hukum, dan kamus Bahasa Iinggri is. 

1.9.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Meitodei peingumpulan data dalam peineili iti ian iini i di ilakukan deingan cara studi i 

keipustakaan, yai itu meilakukan peineili iti ian deingan cara meimpeilajari i, meimbaca, dan 

meimahami i buku-buku liiteiratur, peiraturan-peiraturan, peindapat yang eirat 

hubungannya deingan mateiri i yang di iteili iti i. 

1.9.4 Metode Analisis 

Anali isi is data di ilakukan dalam beibeirapa tahap, yai itu data yang di ipeiroleih dari i 

peineili iti ian teirseibut keimudi ian di iolah dan di ianali isiis seicara deiskri ipti if kuali itati if, 

arti inya seimua data yang di ipeiroleih di ianali isi is seicara utuh seihi ingga teirli ihat adanya 

gambaran yang si isteimati is dan faktual. Seiteilah data teirseibut di ianali isi is, seilanjutnya 

akan di itari ik keisi impulan deingan meinggunakan meitodei beirfi iki ir deidukti if, yai itu suatu 

pola beirpi iki ir yang meindasarkan pada hal-hal yang beirsi ifat umum keimudi ian di itari ik 

keisi impulan yang beirsi ifat khusus.  
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